ABSTRAK

Irfan Fadilah NIM 1183060038 : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Sanksi Bagi Mucikari Dihubungkan Dengan Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana

Fenomena mucikari atau perantara dalam praktik prostitusi menjadi
permasalahan serius di masyarakat, tidak hanya dari sisi moral dan sosial, tetapi
juga dalam aspek hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, peran mucikari
diatur dalam Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Namun peraturan tersebut belum mampu memberikan jera terhadap para pelaku.
Dengan fakta mengungkapkan bahwa mucikari sebagai profesi semakin
menunjukkan keberaniannya membuka eksploitasi terhadap prostitusi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana hukum pidana
Islam memandang sanksi terhadap mucikari dan eksploitasi terhadap prostitusi,
serta membandingkannya dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif dan pendekatan yuridis
normatif, penulis menelaah data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan
yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum
dan maqashid al-syari’ah sebagai kerangka analisis utama.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hukum pidana Islam
memandang praktik prostitusi sebagai bagian dari jarimah zina, yang merupakan
pelanggaran berat terhadap hukum agama. Pelaku zina dikenai hukuman hudud,
seperti rajam bagi yang sudah menikah dan dera bagi yang belum menikah.
Sementara itu, mucikari yang berperan sebagai fasilitator dikenai sanksi ta’zir, yaitu
hukuman yang ditentukan oleh hakim sesuai kadar pelanggaran dan tingkat
kerusakan yang ditimbulkan.

Sebagai kesimpulan, bahwa dalam pengaturan sanksi pidana terhadap mucikari
di Indonesia terbukti tidak mampu memberikan efek jera yang signifikan dalam
dalam menangani pelaku mucikari. Pemerintah perlu memperhatikan sanksi sosial
dalam upaya mempertegas sanksi terhadap mucikari. Salah satunya pemberlakuan
hukuman cambuk di hadapan umum sebagai sanksi sosial yang akan memberikan
jera terhadap pelaku. Seperti pada negara-negara yang menerapkan syariat Islam
yang mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku mucikari. Seperti Arab
Saudi, yang memberikan jera berupa cambuk 300 kali, dan penjara 1 tahun dan atau
denda sesuai perundang-undangan yang berlaku. Juga Malaysia yang memberikan
sanksi penjara 15 tahun, disertai hukuman 6 kali sebatan (cambuk) dan/atau denda.
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